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ABSTRAK 

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU SELAKU PEMBELI CESSIE 

ATAS PIUTANG BANK YANG DILIKUIDASI  

Oleh  

Gabriel Deni Pratama 

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui fungsi 

intermediasi keuangan. Kegagalan bank yang berujung pada likuidasi menimbulkan 

persoalan hukum terkait pengalihan piutang kepada pihak lain melalui mekanisme 

cessie, khususnya mengenai kedudukan hukum kreditur baru dan kepastian hukum 

bagi debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kreditur baru 

sebagai penerima cessie atas piutang bank yang dilikuidasi serta akibat hukumnya 

menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian 

berbentuk deskriptif. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan masalah 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh 

melalui studi Pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, 

klasifikasi, dan sistematika data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie 

pada prinsipnya baru mengikat debitur setelah dilakukan pemberitahuan, namun 

dalam konteks likuidasi bank, Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

memberikan pengecualian sehingga pengalihan piutang tetap sah meskipun tanpa 

pemberitahuan kepada debitur, yang menegaskan berlakunya asas lex specialis 

derogat legi generali. Akibat hukumnya, seluruh hak tagih berikut jaminan yang 

melekat beralih sepenuhnya kepada kreditur baru sejak ditandatanganinya akta 

cessie, dan debitur wajib berprestasi kepada kreditur baru seolah-olah kepada 

kreditur asal. Kreditur baru sebagai cessionaris dengan demikian memiliki 

kedudukan hukum yang sah dan setara dengan bank yang dilikuidasi, namun terjadi 

pergeseran perlindungan hukum dari kepentingan debitur kepada efisiensi dan 

kepastian hukum bagi kreditur baru, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan 

dan mekanisme pemberitahuan yang lebih transparan bagi para pihak. 

Kata Kunci: Akibat Hukum, Cessie, Hukum Perbankan, Kreditur Baru, 

Likuidasi 
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ABSTRACT 

LEGAL POSITION OF NEW CREDITORS AS ASSIGNORS OF 

RECEIVABLES FROM LIQUIDATED BANK 

By 

Gabriel Deni Pratama 

 

Banking plays a vital role in the national economy through financial intermediation 

functions. Bank failures leading to liquidation raise legal issues regarding the 

transfer of receivables to other parties through cessie mechanisms, particularly 

concerning the legal position of new creditors and legal certainty for debtors. This 

study aims to analyze the legal position of new creditors as cessie recipients of 

receivables from liquidated banks and the legal consequences according to civil 

law and banking law in Indonesia. 

This research employs a normative legal research method with a descriptive 

research type. The study applies statutory approach and case approach in 

analyzing the legal issues. The data used in this research are secondary data 

obtained through library research. The data processing method is carried out 

through data selection, data classification, and data systematization. Furthermore, 

the collected data are analyzed using a descriptive qualitative analysis. 

The results show that according to Article 613 of the Civil Code, cessie in principle 

only binds the debtor after notification, but in the context of bank liquidation, 

Article 37A of Law No. 10 of 1998 provides an exception so that the transfer of 

receivables remains valid even without notification to the debtor, which affirms the 

application of the lex specialis derogat legi generali principle. The legal 

consequence is that all collection rights including attached collateral fully transfer 

to the new creditor since the signing of the cessie deed, and the debtor must perform 

to the new creditor as if to the original creditor. The new creditor as cessionaris 

therefore has a legitimate legal position equal to the liquidated bank, but there is a 

shift of legal protection from the debtor's interests to efficiency and legal certainty 

for the new creditor, thus requiring harmonization of regulations and more 

transparent notification mechanisms for the parties. 

Keywords: Legal Consequences; Cessie; Banking Law; New Creditor; Bank 

Liquidation 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam sistem perekonomian 

nasional, karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi 

intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan pihak 

yang membutuhkan dana (defisit unit). Melalui mekanisme penghimpunan dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali dalam bentuk kredit, 

bank berperan sebagai penggerak roda perekonomian dan pendorong pertumbuhan 

sektor riil. Dengan demikian, stabilitas sektor perbankan menjadi salah satu 

indikator utama dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan nasional. 

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu diiringi dengan lahirnya suatu 

hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian 

kredit. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, di 

mana bank berkedudukan sebagai kreditur yang menyediakan fasilitas dana, 

sedangkan nasabah bertindak sebagai debitur yang berkewajiban mengembalikan 

dana tersebut sesuai perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum serta 

meminimalkan risiko kerugian, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan 

kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek. Jaminan tersebut 

berfungsi sebagai alat perlindungan bagi bank apabila debitur melakukan 

wanprestasi. 

Namun dalam praktiknya, sektor perbankan tidak lepas dari berbagai risiko. Faktor-

faktor seperti kesalahan manajemen, pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential 

principle), praktik moral hazard, maupun gejolak ekonomi makro dapat 

menyebabkan kondisi keuangan bank memburuk. Ketika suatu bank tidak lagi 

dapat dipulihkan, regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga.
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Penjamin Simpanan (LPS) dapat menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal 

yang harus dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Likuidasi menjadi langkah 

terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga stabilitas sistem 

keuangan. 

Pada tahap likuidasi inilah timbul persoalan hukum yang sangat krusial, khususnya 

terkait status piutang bank terhadap debiturnya. Piutang yang merupakan bagian 

dari aset bank tidak hapus karena likuidasi, melainkan menjadi objek pengalihan 

atau penjualan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau lembaga penerusnya berwenang 

melakukan pengelolaan, penjualan, bahkan pengalihan tagihan kepada pihak ketiga. 

Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah cessie, yakni pengalihan 

piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. 

Secara normatif, Pasal 613 KUHPerdata mensyaratkan bahwa pengalihan hak atas 

piutang harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan dan 

diberitahukan kepada debitur agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan 

mengikat. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan debitur, mengingat 

pemberitahuan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada debitur mengenai 

siapa kreditur yang berwenang menerima pembayaran. 

Namun dalam konteks likuidasi perbankan, ketentuan tersebut tidak dapat 

diterapkan secara murni. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat diatur 

(highly regulated), sehingga negara berkepentingan menjaga stabilitas sistem 

keuangan. Pasal 37A Undang-Undang Perbankan memberikan kewenangan khusus 

kepada BPPN/LPS untuk mengalihkan tagihan bank tanpa memerlukan persetujuan 

atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Norma ini merupakan 

pengecualian terhadap asas umum cessie dan didasarkan pada pertimbangan bahwa 

proses likuidasi membutuhkan mekanisme yang cepat, efisien, dan tidak terhambat 

oleh formalitas pemberitahuan individual. 

Pengecualian tersebut menimbulkan konflik norma antara Pasal 613 KUHPerdata 

sebagai lex generalis dan Pasal 37A Undang-Undang Perbankan sebagai lex 

specialis. Pertentangan ini merupakan isu penting dalam teori perundang-undangan 

dan praktik hukum, karena menyangkut dua kepentingan yang berbeda: 
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1. perlindungan hukum bagi debitur agar mengetahui kepada siapa ia harus 

membayar; dan 

2. kepentingan umum untuk mempercepat penyelesaian aset bank demi 

menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Konflik tersebut tampak semakin nyata ketika piutang dari bank yang dilikuidasi 

dialihkan beberapa kali. Permasalahan ini semakin kompleks ketika piutang dari 

bank yang dilikuidasi dialihkan beberapa kali, debitur tidak mengetahui siapa 

kreditur yang sah. Kondisi ini dapat menimbulkan debitur tidak mengetahui siapa 

sebenarnya kreditur yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, 

kesalahan pembayaran, atau bahkan memunculkan ruang penyalahgunaan oleh 

pihak yang tidak berwenang. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

yang merugikan debitur beritikad baik dan sekaligus menyulitkan kreditur baru 

dalam melaksanakan hak tagihnya. 

Salah satu contoh konkret persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 586/PK/Pdt/2020, yang melibatkan sengketa antara pemilik jaminan 

dengan pihak yang mengaku sebagai pemegang cessie terakhir atas piutang bank 

yang telah dilikuidasi. Dalam perkara tersebut, piutang PT Bank Dagang Nasional 

Indonesia (BDNI) telah dialihkan berulang kali, dan debitur tidak mengetahui 

secara pasti siapa kreditur yang berhak menerima pelunasan. Mahkamah Agung 

dalam putusannya menegaskan bahwa pengalihan piutang oleh BPPN atau 

penerusnya tetap sah dan mengikat meskipun dilakukan tanpa pemberitahuan 

kepada debitur, selama pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan dituangkan dalam akta notaris. 

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut memperkuat kedudukan Pasal 37A UU 

Perbankan sebagai lex specialis yang mengesampingkan ketentuan umum Pasal 613 

KUHPerdata. Namun demikian, putusan ini secara bersamaan mengungkap 

kelemahan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak mengetahui adanya 

pengalihan piutang. Ketidaktahuan tersebut menimbulkan potensi kerugian, 

kebingungan terhadap kreditur yang berwenang, serta risiko terjadinya sengketa 

baru pada tahap pelunasan atau eksekusi jaminan. Permasalahan ini menunjukkan 

bahwa meskipun pemberitahuan bukan lagi syarat sahnya cessie dalam konteks 
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likuidasi bank, kebutuhan akan mekanisme pemberitahuan administratif tetap 

relevan sebagai bentuk perlindungan hukum minimal bagi debitur beritikad baik. 

Dengan demikian, penelitian mengenai kedudukan hukum kreditur baru selaku 

pembeli cessie atas piutang bank yang dilikuidasi menjadi penting baik secara 

teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk menganalisis 

hubungan antara norma lex generalis dalam KUHPerdata dan lex specialis dalam 

UU Perbankan, serta implikasinya terhadap konsep cessie sebagai mekanisme 

pengalihan piutang. Secara praktis, penelitian ini memberikan nilai strategis bagi 

praktisi hukum, notaris, LPS, aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, serta 

debitur, mengingat pengalihan piutang bank yang dilikuidasi sangat sering terjadi 

dan berpotensi dialihkan kembali oleh pihak lain. 

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mendorong pembentukan mekanisme 

pemberitahuan publik yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin 

perlindungan debitur dan kepastian hukum bagi kreditur baru. Dengan kerangka 

analitis demikian, penelitian terhadap kedudukan hukum kreditur baru selaku 

pemegang cessie dalam pengalihan piutang bank yang dilikuidasi tidak hanya 

relevan, tetapi juga strategis dalam rangka memperkuat sistem hukum perbankan 

nasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat dan 

memfokuskan serta merumuskan masalah pada dua hal pokok yaitu: 

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditur baru yang memperoleh hak atas 

piutang Bank dilikuidasi melalui cessie? 

2. Bagaimana akibat hukum  cessie atas piutang bank yang dilikuidasi menurut 

hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia? 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka ruang lingkup pembahasan dalam 

penelitian skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum kreditur baru yang 

memperoleh hak atas piutang bank dilikuidasi melalui cessie serta akibat hukum 

cessie atas piutang bank yang dilikuidasi menurut hukum perdata dan hukum 

perbankan di Indonesia . Fokus pembahasan dibatasi pada aspek hukum perdata, 
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khususnya hukum perikatan mengenai cessie dalam Pasal 613 KUHPerdata, hukum 

jaminan terkait akibat cessie terhadap objek jaminan, serta hukum perbankan dalam 

kaitannya dengan likuidasi bank. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. 

b. Tujuan Khusus 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur baru yang 

memperoleh hak atas piutang bank dilikuidasi melalui cessie dalam perspektif 

hukum perdata Indonesia; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum  cessie atas piutang bank yang 

dilikuidasi menurut hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis: 

1. kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu hukum perdata, khususnya terkait mekanisme cessie, kedudukan kreditur baru, 

serta hubungan antara norma lex generalis dan lex specialis dalam konteks 

pengalihan piutang bank yang dilikuidasi. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan: 
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a. Penulis ingin memberikan pemahaman mengenai aspek hukum pengalihan 

piutang melalui cessie, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menangani kasus 

serupa. 

b. Penulis ingin memberikan gambaran tentang implikasi hukum pengalihan 

piutang bank yang dilikuidasi, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan transaksi cessie. 

c. Penulis ingin memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban para pihak 

dalam pengalihan piutang, serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh.            
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata 

2.1.1 Pengertian Hukum Perdata 

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik 

dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur 

kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali 

diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa 

pendudukan  jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah 

civielrecht dan privatrecht. 

Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini. Van Dunne 

mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke – 19 adalah: 

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal hal yang sangat esensial bagi 

kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. 

Sedangkan  hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan 

pribadi” 

Definisi ini mengkaji definisi  hukum perdata dari aspek pengaturannya. Fokus 

pengaturannya pada kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik 

dan perikatannya. Definisi lain tentang pengertian hukum perdata dikemukakan 

oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :
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“ Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan 

yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam 

pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak"1 

2.1.2 Sumber Hukum Perdata 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang 

bersifat memaksa, yaitu aturan – aturan yang apabila  dilanggar mengakibatkan 

sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu : 

a. Sumber Hukum Materiil 

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. 

Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti “tempat” adalah 

Staatsblad (stbl) lembaran negara dimana dirumuskan ketentuan undang-

undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 

memuat B.W, L.N. 1974-1 memuat undang-undang perkawinan. Keputusan 

hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana 

hukum perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam 

arti tempat disebut sumber dalam materiil. 

b. Sumber Hukum Formal 

Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. 

Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum 

formal itu berlaku. Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 

(empat) macam, yaitu: KUH Perdata, Traktat, Yurisprudensi dan 

Kebiasaan.2 Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya 

bersumber dari peraturan tertulis yang terdapat dalam KUH Perdata, tetapi 

juga mencakup sumber lain yang diakui dalam praktik hukum. KUH Perdata 

berfungsi sebagai hukum tertulis utama yang mengatur hubungan 

antarindividu dalam masyarakat. Traktat merupakan perjanjian 

internasional yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi negara maupun 

 
1 Salim, H. S., S.H., M.S. (2021), Pengantar Hukum perdata tertulis (BW), Bumi Aksara, hlm. 

6. 
2 Yulia, (2018), Buku Ajar Hukum Perdata. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, hlm. 12. 



9 

 

warga negaranya apabila telah diratifikasi. Yurisprudensi berperan sebagai 

sumber hukum tidak tertulis yang lahir dari putusan hakim dan dijadikan 

pedoman dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Sedangkan 

Kebiasaan mencerminkan praktik atau tindakan yang telah berlangsung 

secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang 

memiliki kekuatan hukum. 

Dengan demikian, sumber hukum formal tidak hanya menentukan validitas 

suatu norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap peraturan yang 

berlaku memiliki dasar hukum yang sah dan diakui, baik berasal dari 

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian 

internasional, maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. 

2.1.3 Subjek dan Objek Hukum Perdata 

A. Subjek Hukum Perdata 

Subjek Hukum (recht subject) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak 

dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (recht bevoegheid), 

sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk 

menjadi subyek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada 

dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu manusia (naturlijke person) dan badan hukum 

(recht person).3 

Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut 

sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak dan 

kewajiban hukum. Subyek hukum dibedakan atas 2 macam : 

1. Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang 

mempunyai panca indera dan mempunyai budaya orang adalah 

pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat menurut 

hukum modern, “setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi” artinya 

diakui sebagai orang atau person. Karena itu, setiap manusia diakui 

 
3 Muhammad Shoim, (2022), Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Semarang, CV. Rafi 

Sarana Perkasa, hlm. 9. 
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sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada 

dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan ( pasal 2 

KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan 

dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat 

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 

21 tahun atau sudah kawin) sedangkan orang - orang yang tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang 

yang ditaruh di dalam bawah pengampuan, seorang wanita yang 

bersuami (pasal 1330 KUH Perdata). 

2. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai  organisasi atau 

perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik dan dalam 

hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban 

atau disebut juga dengan subyek hukum. Oleh karena itu, badan hukum 

sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan 

hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat 

melakukan persetujuan – persetujuan, memiliki kekayaan yang sama 

sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu 

badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-

pengurusnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan yang 

di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan 

yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-

kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Sri Soedewi 

Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa baik perhimpunan maupun 

Yayasan kedua-duanya berstatus  sebagai badan hukum, jadi merupakan 

orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.4 

B. Objek Hukum Perdata. 

Objìek hukum adalah sìegala sìesuatu yang bìerada di dalam pìengaturan hukum dan 

dapat dimanfaatkan olìeh subyìek hukum bìerdasarkan hak/kìewajiban yang 

dimilikinya atas obyìek hukum yang bìersangkutan. Jadi, obyìek hukum itu haruslah 

sìesuatu yang pìemanfaatannya diatur bìerdasarkan hukum. Bìenda dalam hukum 

 
4 Yulia, (2015), Buku Ajar Hukum Perdata, Lhokseumawe. CV. Biena Edukasi, hlm. 7. 
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pìerdata. Diatur dalam buku II KUH Pìerdata, tidak sama dìengan bidang disiplin ilmu 

fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah bìenda (angkasa), sìedangkan dalam 

pìengìertian hukum pìerdata bulan itu bukan bìenda (bìelum) dapat dikatakan sìebagai 

bìenda, karìena bìelum ada yang dapat mìemilikinya. Pìengaturan tìentang hukum bìenda 

dalam buku II KUHPìerdata mìempìergunakan sistìem tìertutup, artinya orang tidak 

dipìerbolìehkan mìengadakan hak-hak kìebìendaan sìelain dari yang tìelah diatur dalam 

undang-undang ini. Sìelain itu, hukum bìenda bìersifat mìemaksa (dwigìenrìecht), 

artinya harus dipatuhi, tidak bolìeh disimpangi, tìermasuk mìembuat pìeraturan baru 

yang mìenyimpang dari yang tìelah ditìetapkan.5 

2.1.4 Pìerikatan  

Pìerikatan (vìerbintìenis) adalah hubungan hukum antara krìeditur dan dìebitur, dimana 

krìeditur bìerhak mìenuntut suatu prìestasi, dan dìebitur bìerkìewajiban mìemìenuhi 

prìestasi tìersìebut. Pìerikatan dapat timbul karìena pìerjanjian atau karìena Undang- 

Undang (Pasal 1233 KUHPìerdata). Dalam kontìeks pìerbankan, pìerikatan lahir dari 

pìerjanjian krìedit, sìehingga hak tagih bank mìerupakan objìek pìerikatan yang dapat 

dialihkan kìepada pihak kìetiga. Pìerikatan pìenting karìena mìenìentukan siapa yang 

bìerhak untuk mìenagih (krìeditur), mìenìentukan yang wajib mìembayar (dìebitur), dan 

bagaimana akibat hukum jika piutang dialihkan. 

2.2 Tinjauan Umum Hukum Pìerbankan 

2.2.1 Pìengìertian Hukum Pìerbankan  

Sìecara sìedìerhana hukum pìerbankan (banking law) adalah hukum yang mìengatur 

sìegala sìesuatu yang mìenyangkut tìentang bank, baik kìelìembagaan, kìegiatan usaha, 

sìerta cara dan prosìes dalam mìelaksanakan usaha bank. Bank mìerupakan salah satu 

lìembaga kìeuangan yang fungsi utamanya sìebagai pìenghimpun dan pìenyalur dana 

masyarakat. Mìenurut Muhamad Djumhana, hukum pìerbankan adalah “sìebagai 

kumpulan pìeraturan hukum yang mìengatur kìegiatan lìembaga kìeuangan bank yang 

mìeliputi sìegala aspìek, dilihat dari sìegi ìesìensi, dan ìeksistìensinya, hubungannya 

dìengan bidang kìehidupan lain”6 

 
5 Ibid. 
6 Dedi Sunardi, (2021), Hukum perbankan dan perbankan syariah, Penerbit A-Empat, hlm 1-2. 
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Dikatakan lìebih lanjut ruang lingkup dari pìengaturan hukum pìerbankan itu 

mìeliputi: 

a. Asas-asas pìerbankan, sìepìerti norma ìefisiìensi, kìeìefìektivan, Kìesìehatan bank, 

profìesionalismìe pìelaku pìerbankan, maksd dan tujuan lìembaga pìerbankan, 

hubungan, hak dan kìewajiban bank; 

b. Para pìelaku bidang pìerbankan, sìepìerti dìewan komisionìer, dirìeksi dan 

karyawan, maupun pihak tìerafiliasi. Mìengìenai bìentuk badan hukum 

pìengìelola, sìepìerti PT Pìersìeroan tìerbatas. Mìengìenai bìentuk kìepìemilikian, 

sìepìerti milik pìemìerintah, swasta, patungan dìengan asing, atau bank asing; 

c. Kaidah-kaidah pìerbankan yang khusus dipìeruntukkan untuk mìengatur 

pìerlindungan kìepìentingan umum dan tindakan pìerbankan, sìepìerti 

pìencìegahan pìersaingan yang tidak sìehat,antitrust, pìerlindungan nasabah, 

dan lain-lain; 

d. Yang mìenyangkut tìentang struktur organisasi yang bìerhubungan dìengan 

bidang pìerbankan, sìepìerti ìeksistìensi dari dìewan monìetìer, bank sìentral dan 

lain-lain; 

e. Yang mìengarah kìepada pìengamanan tujuan-tujuan yang hìendak dicapai 

olìeh bisnisnya bank tìersìebut, sìepìerti pìengadilan, sanksi, insìentif, 

pìengawasan, prudìen banking, dan lain-lain. 

Dìedi Sunardi mìerumuskan pìengìertian hukum pìerbankan yaitu kumpulan kìetìentuan 

hukum, yang mìeliputi pìeraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur 

hukum dan budaya hukum yang mìengatur sìegala sìesuatu yang tìentang bank, 

mìencangkup kìelìembagaan, kìegiatan usaha, sìerta cara dan prosìes dalam 

mìelaksanakan kìegiatan usahanya. Pìerbankan mìempunyai fungsiutama sìebagai 

intìermìediasi, yaitu pìenghimpun dana dari masyarakat dan mìenyalurkannya sìecara 

ìefìektif dan ìefisiìen pada sìektor-sìektor riil dan mìenggìerakkan pìembagunan dan 

stabilitas pìerìekonomian sìebuah Nìegara. 

2.2.2 Asas-Asas Hukum Pìerbankan  

Dalam pìelaksanaan kìemitraan antra bank dan nasabah untuk t ìerciptanya sistìem 

pìerbankan yang sìehat, maka kìegiatan pìerbankan dilandasi dìengan bìebìerapa asas 

hukum, yaitu : 



13 

 

a. Asas dìemokrasi ìekonomi  

Asas dìemokrasi ìekonomi ditìegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 

7 tahun 1992 sìetìelah diubah dìengan undang-undang nomìer 10 tahun 1998 

tìentang pìerbankan. Bahwa pìerbankan Indonìesia dalam mìelakukan usahanya 

bìerasaskan dìemokrasi ìekonomi dìengan mìenggunakan prinsip kìehati-hatian. 

Ini bìerarti fungsi dan usaha pìerbankan diarahkan untuk mìelaksanakan 

prinsip-prinsip yang tìerkandung dalam dìemokrasi ìekonomi yang 

bìerdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. 

b. Asas kìepìercayaan (fiduciary principlìe) 

Adalah suatu yang mìenyatakan bahwa usaha bank dilandasi olìeh hubungan 

kìepìercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank t ìerutama bìekìerja dìengan 

dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar k ìepìercayaan, 

sìehingga sìetiap bank pìerlu tìerus mìenjaga kìesìehatannya dìengan tìetap  

mìempìertahankan kìepìercayaannya. 

c. Asas kìerahasiaan (confidìential principlìe) 

Asas yang mìengharuskan atau mìewajibkan mìerahasiakan sìegala sìesuatu 

yang bìerhubungan dìengan kìeuangan dan lain -lain dari nasabah bank yang 

mìenurut kìelaziman dunia pìerbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tìentang pìerbankan mìenyatakan 

bahwa bank wajib mìerahasiakan informasi mìengìenai nasabah pìenyimpanan 

dan simpanannya. 

d. Asas kìehati-hatian (prudìential principlìe) 

Adalah suatu asas yang mìenyatakan bahwa bank dalam mìenjalankan fungsi 

dan kìegiatan usahanya wajib mìenìerapkan prinsip kìehati-hatian dalam 

rangka mìelindungi dana masyarakat yang dipìercayakan padanya. Hal ini 

disìebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tìentang 

Pìerbankan, bahwa pìerbankan Indonìesia dalam mìelaksanakan usahanya 

bìerasaskan dìemokrasi ìekonomi dìengan mìenggunakan asas kìehati-hatian. 

Tujuan bìerlakunya prinsip kìehati-hatian titik lain adalah agar bank s ìelalu 

dalam kìeadaan sìehat.7  

 
7 Rani Apriani, (2019), Hukum perbankan dan surat berharga, Deepublish, hlm 1-2. 
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2.3 Tinjauan Umum  Cìessiìe, Subrogasi dan novasi 

2.3.1 Pìengìertian Cìessiìe  

Istilah cìessiìe bìerasal dari kata “cìedìerìe” yang artinya mìelìepaskan suatu hak dan 

mìenyìerahkannya pada orang lain8 sìelanjutnya jika kita mìengacu pada pasal 613 

KUHPìerdata ayat (1) cìessiìe mìerupakan pìenyìerahan piutang atas nama dan 

kìebìendaan tak bìertubuh lainnya, yang dilakukan dìengan jalan mìembuat sìebuah akta 

baik itu otìentik atau dibawah tangan. Dìengan pìembuatan akta tìersìebut hak atas 

piutang bìeralih kìepada pihak lain. Sìelain tunduk tìerhadap hukum pìerjanjian cìessiìe 

juga tunduk tìerhadap bìenda, khususnya pada aturan yang mìenyìerahkan piutang atas 

nama.  Mìenurut Mariam Daruz Badrulzaman, yang ditulis olìeh Putìeri Natalia Sari, 

mìengìemukakan pìendapatnya mìengìenai Cìessiìe, yaitu: “Cìessiìe adalah suatu 

pìerjanjian dimana krìeditur mìengalihkan piutangnya (atas nama) kìepada pihak lain. 

Cìessiìe mìerupakan pìerjanjian kìebìendaan yang didahului suatu “titl ìe” yang 

mìerupakan pìerjanjian obligatoir”. Bìerdasarkan pandangan-pandangan yang 

dikìemukakan di atas, jìelas bahwa cìessiìe mìerupakan suatu cara untuk mìengalihkan 

dan/atau mìenyìerahkan hak atas suatu piutang atas nama.9 Sìecara yuridis yang 

dimaksud dìengan cìessiìe adalah suatu pìeralihan piutang atas nama tìerhadap dìebitur 

(cìessus), dari krìeditur lama (cìedìent), kìepada krìeditur baru (cìessionaris) dìengan cara 

yang diatur olìeh undang-undang, yakni dìengan jalan mìembuat akta cìessiìe baik akta 

otìentik maupun akta bawah tangan. 

2.3.2 Pìengìertian subrogasi  

Subrogasi adalah pìenggantian kìedudukan krìeditur olìeh pihak kìetiga. Pìenggantian 

itu tìerjadi dìengan pìembayaran dipìerjanjikan ataupun karìena ditìetapkan olìeh 

Undang-undang.10 Subrogasi adalah suatu mìekanismìe hukum yang mìengatur 

pìenggantian kìedudukan krìeditur olìeh pihak kìetiga yang mìelakukan pìembayaran 

atas suatu utang. Dìengan kata lain, pihak kìetiga yang mìelunasi utang dìebitur kìepada 

krìeditur asli akan mìempìerolìeh hak-hak krìeditur tìersìebut, tìermasuk hak mìenagih 

kìepada dìebitur. Pìenggantian kìedudukan ini tidak mìenghapus hubungan hukum 

 
8 Akhmad Budi Cahyono, (2004), Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama, Lex 

Jurnalica, 2(1), 17969. 
9 Feronika Y. Yangin, (2016), Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga 

Menurut Pasal 613 KUH Perdata. Lex Privatum, 4(5), 80. 
10 Jifer Naki, (2019), Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Lex Privatum, 7(1). 
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antara dìebitur dan kìewajiban utangnya, tìetapi hanya mìemindahkan posisi krìeditur 

lama kìepada krìeditur baru (subrogator). 

Dalam hukum pìerdata Indonìesia, subrogasi dapat tìerjadi mìelalui dua cara, yaitu: 

a. Subrogasi yang dipìerjanjikan, yaitu kìetika pìenggantian krìeditur dilakukan 

bìerdasarkan kìesìepakatan, baik antara pihak kìetiga dìengan krìeditur maupun 

antara pihak kìetiga dìengan dìebitur. Biasanya dituangkan dalam pìerjanjian 

tìertulis agar mìemiliki kìekuatan pìembuktian yang kuat. 

b. Subrogasi karìena ditìetapkan olìeh undang-undang, yaitu subrogasi yang 

tìerjadi sìecara otomatis (by opìeration of law) kìetika undang-undang 

mìenìentukan bahwa pihak kìetiga yang mìembayar utang bìerhak 

mìenggantikan kìedudukan krìeditur. Misalnya, kìetika pìenanggung 

(guarantor/borg) mìembayar utang dìebitur kìepada krìeditur, maka ia sìecara 

hukum mìempìerolìeh hak mìenagih kìembali kìepada dìebitur. 

Mìelalui subrogasi, tìercipta mìekanismìe pìerlindungan bagi pihak kìetiga yang tìelah 

mìemìenuhi prìestasi (mìembayar) bagi dìebitur, sìekaligus mìempìertahankan 

kìebìerlangsungan hubungan hukum yang ada tanpa harus m ìembuat pìerikatan baru. 

Dìengan dìemikian, lìembaga subrogasi bìerfungsi untuk mìencìegah tìerjadinya 

kìerugian bagi pihak kìetiga yang mìembantu dìebitur dan mìenjaga stabilitas 

hubungan hukum antara para pihak. 

2.3.3 Pìengìertian Novasi 

Novasi adalah suatu pìerbuatan hukum di mana tìerjadi pìembaruan utang 

(vìerniìeuwing) sìehingga pìerikatan lama hapus dan digantikan dìengan pìerikatan 

baru. Dalam hukum pìerdata Indonìesia, novasi diatur dalam Pasal 1413 

KUHPìerdata dan mìerupakan salah satu cara hapusnya pìerikatan. Mìelalui novasi, 

hubungan hukum antara krìeditur dan dìebitur tidak lagi bìerdiri di atas pìerikatan 

sìebìelumnya, tìetapi bìeralih mìenjadi hubungan hukum baru yang disìepakati olìeh para 

pihak. Pìembaruan utang mìelalui novasi dapat tìerjadi dìengan bìerbagai bìentuk, 

antara lain: 
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a. Novasi objìektif, yaitu pìembaruan yang tìerjadi karìena pìerubahan objìek atau 

prìestasi dalam pìerikatan. Misalnya, utang bìerupa pìembayaran uang diganti 

mìenjadi prìestasi lain sìepìerti pìembìerian barang; 

b. Novasi subjìektif pasif, yaitu kìetika tìerjadi pìergantian dìebitur. Dìebitur lama 

dibìebaskan dari kìewajiban dan digantikan olìeh dìebitur baru yang disìetujui 

krìeditur; 

c. Novasi subjìektif aktif, yaitu pìergantian krìeditur, di mana krìeditur baru 

mìenggantikan krìeditur lama dìengan suatu kìesìepakatan, dan pìerikatan lama 

dianggap hapus. 

Ciri utama novasi adalah adanya kìehìendak tìegas (animus novandi) dari para pihak 

untuk mìenghapus pìerikatan lama dan mìenggantinya dìengan pìerikatan baru. Tanpa 

adanya kìesìepakatan atau maksud jìelas untuk mìempìerbarui utang, pìerubahan yang 

tìerjadi tidak dapat dikualifikasikan sìebagai novasi. 

Dìengan dìemikian, novasi bìerfungsi sìebagai mìekanismìe yang mìembìerikan 

flìeksibilitas dalam hubungan utang-piutang, mìemungkinkan pìenyìesuaian pìerikatan 

sìesuai kìebutuhan para pihak, baik tìerkait prìestasi, subjìek, maupun syarat-syaratnya. 

2.4 Tinjauan Umum Likuidasi 

2.4.1 Pìengìertian Likuidasi  

Likuidasi adalah prosìes mìembubarkan Pìerusahaan sìebagai badan hukum yang 

mìeliputi pìembayaran kìewajiban kìepada para krìeditur dan pìembagian harta yang 

tìersisa kìepada para pìemìegang saham (pìersìero)11. Adapun mìenurut kamus 

pìerbankan, likuidasi adalah pìembubaran pìerusahaan dìengan pìenjualan harta 

pìerusahaan, pìenagihan piutang dan pìelunasan utang, sìerta pìenyìelìesaian sisa harta 

atau utang antara pìemilik. Pada undang – undang pìerbankan tidak mìembìerikan 

pìerumusan untuk istilah likuidasi yang disìebutkan dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat 

(3). Namun, jika ditìeliti sìecara cìermat kìetìentuan dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat 

(3) undang – undang pìerbankan yang diubah tìersìebut, maka pìengìertian likuidasi 

tidak tìerbatas pada pìencabutan izin usaha bank, tìetapi lìebih luas lagi tìermasuk 

tindakan pìembubaran (out binding) badan hukum bank dan pìenyìelìesaian atau 

 
11 Pidari Sinaga, (2021), Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah 

Dalam Penanganan Likuidasi Bank, Tanjungpura Law Journal, 5(2), 115. 
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pìembìerìesan (vìerifying) sìeluruh hak dan kìewajiban bank sìebagai akibat 

dibubarkannya badan hukum bank tìersìebut dalam Undang – undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tìentang Pìersìeroan Tìerbatas istilah likuidasi diartikan bahwa dalam hal 

Pìersìeroan bubar, maka Pìersìeroan tidak dapat mìelakukan pìerbuatan hukum kìecuali 

dipìerlukan untuk mìembìerìeskan kìekayaanya dalam prosìes likuidasi. 

Pada kìetìentuan pìeraturan pìemìerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tìentang Pìencabutan 

Izin usaha, Pìembubaran dan Likuidasi Bank, tìertulis mìengìenai pìengìertian likuidasi 

bank yaitu sìesuai dìengan pasal 1 ayat (4) mìenyìebutkan likuidasi bank adalah 

tindakan pìenyìelìesaian sìeluruh hak dan kìewajiban bank sìebagai akibat pìencabutan 

izin usaha dan pìembubaran badan hukum bank. 

Sìetìelah mìelihat bìerbagai pìengìertian mìengìenai likuidasi sìebagaimana yang tìelah di 

jìelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah suatu pros ìes yang 

diawali dìengan pìencabutan izin usaha dari suatu Pìerusahaan atau bank, dilanjutkan 

dìengan pìernyataan pìembubaran (outbinding) yang sìelanjutnya diikuti dìengan 

tindakan pìenyìelìesaian atau pìembìerìesan (vìerìeffìening) sìeluruh hak dan kìewajiban 

sìesuai dìengan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Tampak bahwa 

likuidasi mìencangkup lìembaga pìembubaran dan pìembìerìesan. Tindakan 

pìenyìelìesaian atau pìembìerìesan ini mìeliputi pìenjualan harta pìerusahaan, pìenagihan 

piutang, dan pìelunasan utang sìerta pìenyìelìesaian sisa harta atau utang diantara 

pìemilik pìerusahaan atau bank. 

2.4.2 Faktor Pìenyìebab Likuidasi 

faktor dari likuidasi pìerusahaan adalah sìebagai  bìerikut : 

a. Pìengìelolaan utang yang Buruk Pìengìeloaan   utang   yang   buruk   bisa   

mìenjadi   malapìetaka   bagi pìerusahaan. Jika utang tidak digunakan untuk 

kìegiatan yang produktif, maka tidak   akan   mìembìerikan   manfaat   finansial   

pada   pìerusahaan.   Bahkan pìerusahaan  akan  tìerjìebak  dìengan  utang 

hingga  mìencapai  posisi  ìextrìemìe lìevìeragìe,  dimana  total  utang  justru  

jauh  lìebih  bìesar  dibandingkan  dìengan total  asìet  yang  dimiliki  

pìerusahaan.  Hal  jìelas  mìembahayakan  pìerusahaan itu  sìendiri.  Akibatnya,  

pìerusahaan  tak  mampu  mìembayar  utang  yang jumlahnya bìesar saat masa 

jatuh tìempo tiba. 
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b. Tingkat Likuiditas yang Rìendah 

Likuiditas    mìerujuk    pada    kìemampuan    pìerusahaan    mìembayar 

kìewajiban  jangka  pìendìek.  Artinya  pìerusahaan  harus  mìemiliki  assìet  

likuid yang   cukup   untuk   digunakan   m ìembayar   kìewajiban   tìersìebut.   

Tingkat likuiditas  yang  rìendah  mìenunjukkan  bahwa  pìerusahaan  tidak  

mìemiliki assìet  likuid  yang  cukup  untuk  mìenjamin  pìemìenuhan  kìewajiban  

jangka pìendìek. 

c. Pìenìerapan Stratìegi Finansial yang Salah 

Untuk  bìerkìembang  dan  maju,  sìetiap  pìerusahaan  harus  mìemiliki stratìegi.   

Namun,   apabila   pìenìerapan   stratìegi   yang   salah   justru   akan 

mìenimbulkan   kìerugian   bìesar   bagi   pìerusahaan   itu   sìendiri.   Misalnya 

mìelakukan  ìekspansi  disaat  kondisi  finansial  tidak  mìendukung  atau  pada 

pìerusahaan     pìerbankan     mìembìerikan     krìedit     yang     salah     sìehingga 

mìenyìebabkan krìedit macìet.Kìesalahan dalam mìenìerapakan stratìegi ini jìelas 

akan bìerdampak pada kìesìehatan finansial pìerusahaan. 

d. Tìerjadinya Kìecurangan Intìernal 

Tak  bisa  dipungkiri  pìerusahan  rawan  tìerhadap  kìecurangan  intìernal. 

Untuk  mìencìegahnya,  pìerusahaan  harus  mìenyiapkan  tata  kìelola yang  

baik (good  corporatìe  govìernancìe).  Tak  dapat  sìemua  pìerusahaan  

mimiliki  dan mìelaksanakan  tata  kìelola  diiringi  manajìemìen  risiko  yang  

baik.  Akibat tìerjadinya  kìecurangan  (fraud)  yang  dilakukan  intìernal  

pìerusahaan  yang justru mìerugikan pìerisahaan sìecara finansial. 

e. Kìehìendak Mayoritas Pìemìegang Saham 

Likuidasi pìerusahaan tìerjadi biasa disìebabkan olìeh kìehìendak mayoritas 

pìemìegang saham. Kìehìendak tìersìebut tìentu didasarkan pada bìerbagai 

macam alasan, misalnya pìerusahaan bangkrut atau pailit. Likuidasi ol ìeh 

mayoritas pìemìegang saham diputuskan dalam Rapat Umum P ìemìegang 

Saham (RUPS) yang diambil bìerdasarkan musyawarah dan mufakat dari 

sìeluruh pìemìegang saham yang mìemiliki hak suara.12 

 
12 Almilia  Herdiningtyas, (2005),  “Analisis  Rasio  CAMEL  Terhadap  Prediksi Kondisi  

Bermasalah Pada   Lembaga   Perbankan  Periode   2000-2002,Vol.7  No  2,November.,” Jurnal   

Akuntansi Keuangan, no. 2. 
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f. Masa  Pìerizinan  Kìegiatan  Usaha  Pìerusahaan  Sudah  Bìerakhir  dan  Tidak 

Dipìerpanjang 

Dalam pìendirian   dan   prosìes   mìenjalankan   kìegiatan   usahanya, 

pìerusahaan   harus   mìemiliki   izin   dari   pihak   yang   bìerwìenang,   sìepìerti 

Kìemìentìerian   Hukum   dan   HAM (kìemìenkumham)   untuk   status   badan 

hukum, Kìemìentrian Pìerdagangan (kìemìendag) untuk izin usaha, dan 

lainya.Pìerizinan  tìersìebut  mìemiliki  waktu  yang  umumnya  harus  

dipìerbarui  atau dipìerpanjang  sìetiap  5  tahun  sìekali.  Jika  pìerizinan  itu  

bìerakhir  dan  tidak dipìerpanjang,  maka  bisa  mìenjadi  faktor  pìenyìebab  

likuidasi.  Sìelain  itu pìencabutan  izinnya  juga  bisa  mìenjadi  pìenyìebab  

dilakukannya  likuidasi tìerhadap suatu pìerusahaan.13 

g. Kìetìetapan Pìengadilan Sìebagai Akibat Tìerjadinya Mìergìer atau Konsolidasi 

Pìerusahaan.  

Jika    pìerusahaan    mìelakukan    mìergìer    atau    konsolidasi,    maka 

pìerusahaan   yang   dilìebur   umumnya   likuidasi   atau   dibubarkan   dìengan 

kìetìetapan  pìengadilan.  Mìergìer  mìerupakan  prosìes  pìenggabungan  dua  atau 

lìebih   pìerusahaan   mìenjadi   satu,   dìengan   tìetap   mìempìertahankan   satu 

pìerusahaan   sìebagai   ìentitas   indìepìendìen.   Sìemìentara   konsolidasi   adalah 

pìelìeburan  dua  atau  lìebih  pìerusahaan  untuk  mìenghasilkan satu  

pìerusahaan baru.  

2.5 Tinjauan Umum Dìebitur, krìeditur lama, dan krìeditur baru  

2.5.1 Pìengìertian Dìebitur  

Dìebitur adalah pihak atau subjìek hukum (baik orang pìersìeorangan maupun badan 

hukum) yang mìemiliki kìewajiban untuk mìembìerikan suatu prìestasi kìepada pihak 

lain (krìeditur) bìerdasarkan pìerikatan yang timbul karìena pìerjanjian atau undang-

undang dimana kìewajiban atau prìestasi bìerupa : 

a. Mìembìerikan sìesuatu (contohnya mìembayar sìejumlah uang), 

b. Mìelakukan sìesuatu (contohnya mìenyìelìesaikan suatu pìekìerjaan),  

 
13 Judisseno & Riski  K, (2005), Sistem  Moneter  Dan  Perbankan  Di  Indonesia Jakarta:  

Gramedia Pustaka. 
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c. Tidak mìelakukan sìesuatu ( contohnya tidak mìendirikan bangunan di atas 

tanah tìertìentu).  

Sìedangkan dalam pìengìertian dìebitur di pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah 

orang yang mìempunyai utang karìena pìerjanjian undang-undang yang pìelunasannya 

dapat ditagih di muka pìengadilan.14 

2.5.2 Pìengìertian Krìeditur 

Istilah krìeditur mìemiliki padanan kata dìengan crìeditor yang bìerasal dari kata crìedit 

atau krìedit dan crìedo dalam Bahasa latin yang artinya “ sangat p ìercaya” atau 

kìepìercayaan. Kìemudian crìeditor  dikombinasi dìengan akhiran or (inggris) yang 

bìerarti mìenyìebutkan orang atau subyìek hukumnya atau pihak maupun Lìembaga 

yang mìembìerikan kìepìercayaan. Atas dasar kìepìercayaan, krìeditur mìembìerikan 

sìejumlah uang atau jasa kìepada krìeditur yang mìemìerlukan dana dìengan syarat 

dìebitur tìersìebut mìembayar kìembali atau mìembìerikan pìenggantinya dalam suatu 

jangka waktu yang tìelah dipìerjanjian. Krìeditur adalah sìebutan untuk pihak yang 

mìembìeri utang atau orang lìembaga yang bìerpiutang.15 

Pìengìertian krìeditur di pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang 

mìempunyai piutang karìena pìerjanjian dan undang-undang yang dapat ditagih di 

muka pìengadilan krìeditur mìemiliki tagihan kìepada dìebitur atas utang-utang dìebitur 

yang tìelah dipìerjanjiakan sìebìelumnya antara krìeditur dan dìebitur dimana krìeditur 

tìelah mìembìerikan krìedit atau pinjaman kìepada pihak dìebitur. Krìeditur mìempunyai 

piutang karìena pìerjanjian atau undang undang yang dapat ditagih di muka 

pìengadilan, krìeditur dapat bìerupa orang ataupun badan hukum. 

Dalam kontìeks hukum positif Indonìesia, pìengìertian krìeditur diatur sìecara jìelas 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tìentang Kìepailitan 

dan Pìenundaan Kìewajiban Pìembayaran Utang (UUK dan PKPU), yang 

mìenyìebutkan bahwa krìeditur adalah orang yang mìempunyai piutang karìena 

pìerjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pìengadilan. Dìengan 

dìemikian, sìesìeorang atau badan hukum dikatìegorikan sìebagai krìeditur apabila 

 
14 Azwir Agus, (2024), Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamiaan Dalam Kepailitan Sebagai 

Upaya Pembinaan Terhadap Debitur. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 438-447.  
15  Ibid. 
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mìemiliki piutang yang sah bìerdasarkan pìerjanjian yang mìengikat atau karìena 

kìetìentuan undang-undang yang mìembìerikan hak untuk mìenagih kìepada dìebitur. 

Piutang tìersìebut dapat timbul dari bìerbagai bìentuk hubungan hukum, sìepìerti 

pìerjanjian pinjam-mìeminjam uang, pìerjanjian jual bìeli dìengan pìembayaran 

tìertunda, pìerjanjian sìewa guna usaha (lìeasing), maupun pìerjanjian pìembìerian krìedit 

olìeh lìembaga kìeuangan sìepìerti bank. Dalam praktiknya, krìeditur dapat bìerupa 

orang pìersìeorangan, badan usaha, maupun badan hukum s ìepìerti bank, kopìerasi, 

lìembaga pìembiayaan, maupun pìerusahaan dagang. Kìebìeradaan krìeditur mìemiliki 

pìeran pìenting dalam sistìem pìerìekonomian karìena mìelalui pìembìerian krìedit, 

kìegiatan ìekonomi dapat bìerjalan dan bìerkìembang. Tanpa adanya pihak yang 

bìersìedia mìembìerikan pinjaman atau pìembiayaan, banyak kìegiatan ìekonomi dan 

bisnis akan tìerhambat. 

Sìelain itu, hubungan hukum antara krìeditur dan dìebitur juga dilindungi olìeh prinsip 

kìeadilan dan kìepastian hukum. Jika dìebitur lalai dalam mìemìenuhi kìewajibannya, 

krìeditur mìemiliki hak hukum untuk mìenagih piutangnya mìelalui mìekanismìe 

pìerdata di pìengadilan. Dalam hal dìebitur tidak mampu mìembayar utangnya, 

krìeditur dapat mìengajukan pìermohonan pailit atau pìenundaan kìewajiban 

pìembayaran utang (PKPU) sìebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU. 

2.6 Pìeran Lìembaga Pìenjamin Simpanan  (LPS) 

Lìembaga Pìenjamin Simpanan (LPS) mìerupakan lìembaga indìepìendìen yang 

dibìentuk bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk mìenjamin 

simpanan nasabah dan turut mìelakukan rìesolusi bank. Mìeskipun kìebìeradaan LPS 

diatur dalam undang-undang khusus, pìerannya dapat dianalisis mìenggunakan 

konsìep-konsìep dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pìerdata (KUHPìerdata), 

tìerutama mìengìenai pìerikatan, hubungan krìeditur–dìebitur, dan pìelunasan utang. 

Pìertama, pìeran LPS dapat dianalogikan dìengan konsìep subrogasi sìebagaimana 

diatur dalam Pasal 1400 KUHPìerdata. Kìetika LPS mìembayar klaim simpanan 

nasabah bank yang dicabut izinnya, maka LPS pada prinsipnya m ìenggantikan 

kìedudukan nasabah sìebagai krìeditur tìerhadap bank tìersìebut. Pìenggantian 
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kìedudukan krìeditur olìeh pihak kìetiga mìerupakan konsìep utama dalam subrogasi 

mìenurut undang-undang.16 

Kìedua, sìetìelah mìembayar klaim, LPS mìempìerolìeh kìedudukan sìebagai krìeditur 

dalam prosìes likuidasi bank. Hal ini sìesuai dìengan prinsip umum dalam Pasal 1131 

dan 1132 KUHPìerdata, yang mìenyatakan bahwa sìeluruh harta kìekayaan dìebitur 

mìenjadi jaminan bagi sìeluruh krìediturnya. Dìengan dìemikian, LPS bìerhak 

mìempìerolìeh pìelunasan dari harta bank sìesuai proporsi dan kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan. 

Kìetiga, tindakan LPS dalam mìemìenuhi kìewajiban bank kìepada nasabah dapat 

dikaitkan dìengan konsìep wanprìestasi dan pìemìenuhan prìestasi olìeh pihak kìetiga 

dalam KUHPìerdata. Kìetika bank tidak mìemìenuhi prìestasinya mìembayar simpanan, 

LPS hadir sìebagai lìembaga yang mìelunasi sìebagian kìewajiban tìersìebut dìemi 

mìembìerikan pìerlindungan hukum kìepada krìeditur (nasabah). Hal ini sìelaras dìengan 

prinsip pìerlindungan tìerhadap pihak yang bìeritikad baik sìebagaimana tìercìermin 

dalam doktrin pìerikatan. 

Kìeìempat, kìebìeradaan LPS mìempìerkuat prinsip kìepastian hukum dan 

kìesìeimbangan dalam hubungan pìerikatan antara bank dan nasabah. LPS 

mìemastikan bahwa hak-hak nasabah sìebagai krìeditur tìetap tìerlindungi mìeskipun 

bank bìerada dalam kondisi gagal bayar atau dilikuidasi. Dalam p ìerspìektif 

KUHPìerdata, fungsi ini mìendukung tìegaknya asas pacta sunt sìervanda, yakni sìetiap 

pìerjanjian harus dipìenuhi sìebagaimana mìestinya.17 

2.7  Asas dan Tìeori 

2.7.1 Asas Lìex Spìecialis Dìerogat Lìegi Gìenìerali 

Asas lìex spìecialis dìerogatìe lìegi gìenìerali mìerupakan asas yang mìenyatakan bahwa 

kìetìentuan hukum yang bìersifat khusus mìengìesampingkan kìetìentuan hukum yang 

bìersifat umum. Asas ini digunakan apabila tìerdapat konflik norma antara aturan 

umum (lìex gìenìeralis) dan aturan khusus (lìex spìecialis) yang mìengatur objìek hukum 

yang sama. Dalam kontìeks pìengalihan piutang saat likuidasi bank, Pasal 613 

KUHPìerdata mìerupakan aturan umum mìengìenai cìessiìe, sìedangkan Pasal 37A 

 
16 R. Subekti, (2002), Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hlm. 145. 
17 Agus Yudha Hernoko, (2014), Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Kencana, hlm. 121. 
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Undang-Undang Pìerbankan mìerupakan aturan khusus yang bìerlaku khusus dalam 

pìenyìelìesaian asìet bank gagal. Olìeh karìena itu, kìetìentuan Pasal 37A UU Pìerbankan 

bìerlaku mìengìesampingkan Pasal 613 KUHPìerdata sìepanjang mìengatur hal yang 

sama, yaitu syarat sahnya pìengalihan piutang.18 

2.7.2 Asas Kìesìeimbangan dan Kìeadilan Prosìedural 

Asas kìesìeimbangan (fair balancìe) dalam hukum pìerdata mìenuntut agar 

kìepìentingan sìemua pihak dipìerhitungkan sìecara proporsional. Dalam kontìeks 

likuidasi bank, pìenìetapan Pasal 37A tanpa mìekanismìe pìembìeritahuan administratif 

dinilai mìengabaikan kìesìeimbangan tìersìebut. Olìeh karìena itu, pìenìelitian ini 

mìengusulkan agar tìetap dipìerlukan mìekanismìe pìembìeritahuan publik yang 

transparan mìeskipun tidak individual, guna mìenjaga kìesìeimbangan antara ìefisiìensi 

dan kìeadilan. 

2.7.3 Tìeori Pìerlindungan Hukum 

Tìeori pìerlindungan hukum mìenjìelaskan bahwa hukum harus mìembìerikan 

pìerlindungan tìerhadap hak-hak warga nìegara, khususnya pihak yang bìerada pada 

posisi lìemah dalam suatu hubungan hukum. Philipus M. Hadjon mìenyatakan bahwa 

pìerlindungan hukum tìerdiri atas pìerlindungan prìevìentif, yaitu pìencìegahan sìebìelum 

tìerjadi sìengkìeta, dan rìeprìesif, yaitu pìenyìelìesaian sìetìelah sìengkìeta tìerjadi.19 

Dalam pìengalihan piutang bank yang dilikuidasi, d ìebitur bìerada pada posisi yang 

rìentan karìena tidak mìengìetahui pìerubahan krìeditur. Olìeh karìena itu, mìeskipun 

pìembìeritahuan tidak mìenjadi syarat sahnya cìessiìe dalam kontìeks Pasal 37A UU 

Pìerbankan, pìerlindungan hukum prìevìentif tìetap dipìerlukan, misalnya mìelalui 

mìekanismìe pìembìeritahuan administratif atau sistìem informasi publik. 

2.7.4 Tìeori Kìepastian Hukum 

Kìepastian hukum mìerupakan salah satu pilar fundamìental dalam sistìem hukum 

modìern. Gustav Radbruch dalam tìeori triasnya mìenìekankan bahwa kìepastian 

hukum harus sìejalan dìengan kìeadilan dan kìemanfaatan. Mìenurut Sudikno 

Mìertokusumo, kìepastian hukum mìembìerikan rasa aman kìepada subjìek hukum 

 
18 Sudikno Mertokusumo, (2009), Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 

hlm. 87. 
19 Philipus M. Hadjon, (2003), Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina 

Ilmu, hlm. 2–3. 
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untuk mìelakukan pìerbuatan hukum dìengan mìengìetahui akibat hukum yang dapat 

ditimbulkan. Dalam kontìeks cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi, kìepastian 

hukum bagi krìeditur baru mìenjadi sangat pìenting agar invìestasi dalam pìembìelian 

piutang bìermasalah tidak mìenghadapi risiko gugatan dari dìebitur yang mìengaku 

tidak tahu. 

Namun di sisi lain, kìepastian hukum juga harus dipìerhatikan bagi dìebitur. Philipus 

M. Hadjon mìenìegaskan bahwa pìerlindungan hukum bagi rakyat, khususnya pihak 

yang lìemah, adalah tanggung jawab nìegara. Kìetidakpastian mìengìenai idìentitas 

krìeditur yang sah dapat mìenimbulkan kìetidakadilan bagi dìebitur yang bìeritikad 

baik. Olìeh karìena itu, konflik antara kìepastian hukum bagi krìeditur baru dan 

pìerlindungan hukum bagi dìebitur mìenjadi inti pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. 

2.7.5 Tìeori Konflik Norma (Lìex Spìecialis vs Lìex Gìenìeralis) 

Kìetika tìerjadi pìertìentangan antara norma umum dan norma khusus, asas lìex 

spìecialis dìerogat lìegi gìenìerali mìenjadi pìedoman pìenyìelìesaian. Maria Farida 

Indrati mìenjìelaskan bahwa norma khusus (lìex spìecialis) mìengìesampingkan norma 

umum (lìex gìenìeralis) apabila kìeduanya mìengatur objìek yang sama.20 Dalam 

kontìeks ini, Pasal 37A UU Pìerbankan sìebagai lìex spìecialis mìengìesampingkan Pasal 

613 KUHPìerdata sìebagai lìex gìenìeralis. 

Pìenìerapan asas ini tidak lìepas dari pìertimbangan filosofis. Satjipto Rahardjo 

mìenyatakan bahwa hukum harus rìesponsif tìerhadap dinamika sosial dan 

kìepìentingan publik. Kìepìentingan umum dalam mìenjaga stabilitas sistìem kìeuangan 

nasional mìenjadi dasar moral pìenìerapan lìex spìecialis, mìeskipun di sisi lain 

mìengakibatkan pìergìesìeran pìerlindungan dari dìebitur kìepada ìefisiìensi sistìem. 

2.8 Pìenìelitian Tìerdahulu 

Untuk mìempìerolìeh gambaran yang komprìehìensif mìengìenai 

pìermasalahan cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi, pìerlu dilakukan 

pìenìelusuran tìerhadap pìenìelitian-pìenìelitian tìerdahulu yang rìelìevan. Pìenìelitian 

tìerdahulu bìerfungsi sìebagai pìembanding dan pìembìeda agar pìenìelitian ini tidak 

 
20 Maria Farida Indrati, (2015), Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan 

Yogyakarta: Kanisius, hlm. 85. 
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bìersifat duplikat sìerta mampu mìembìerikan kontribusi baru dalam pìengìembangan 

ilmu hukum. 

Pìertama, pìenìelitian yang dilakukan olìeh Sari (2018) bìerjudul "Kìedudukan Hukum 

Dìebitur dalam Pìengalihan Piutang Bank Mìelalui Cìessiìe" mìenìekankan pada 

pìerlindungan dìebitur yang tidak dibìeritahu mìengìenai pìengalihan piutang. 

Pìenìelitian ini mìenggunakan pìendìekatan normatif dan mìenìemukan bahwa kìetiadaan 

pìembìeritahuan mìeningkatkan risiko wanprìestasi dìebitur. Namun, pìenìelitian 

tìersìebut tidak mìembahas spìesifik kontìeks likuidasi bank dan pìengìecualian Pasal 

37A UU Pìerbankan. 

Kìedua, Rachman (2019) dalam skripsinya "Analisis Yurisprudìensi Pìengalihan 

Piutang Bank yang Dilikuidasi" mìengkaji bìebìerapa putusan pìengadilan 

tìerkait cìessiìe bank yang dilikuidasi. Tìemuan utamanya adalah bahwa pìengadilan 

cìendìerung mìengutamakan ìefisiìensi pìenyìelìesaian asìet di atas pìerlindungan dìebitur. 

Namun, pìenìelitian ini tìerbatas pada analisis putusan tanpa mìenyìentuh landasan 

filosofis dan tìeori pìerundang-undangan mìengìenai konflik norma. 

Kìetiga, Wijaya (2020) mìenìeliti "Pìeran Lìembaga Pìenjamin Simpanan dalam 

Likuidasi Bank" dìengan fokus pada kìewìenangan LPS mìengalihkan piutang. 

Pìenìelitian ini mìenìegaskan lìegitimasi LPS bìerdasarkan Pasal 37A, tìetapi tidak 

mìenganalisis akibat hukum bagi dìebitur dan krìeditur baru sìecara mìendalam, sìerta 

tidak mìengaitkan dìengan konsìep cìessiìe dalam KUHPìerdata. 

Bìerbìeda dìengan pìenìelitian-pìenìelitian di atas, pìenìelitian ini sìecara khusus 

mìenganalisis kìedudukan hukum krìeditur baru sìebagai pihak yang 

mìempìerolìeh cìessiìe dari bank yang dilikuidasi, dìengan mìengaitkan sìecara 

sistìematis antara norma lìex gìenìeralis (Pasal 613 KUHPìerdata) dan lìex 

spìecialis (Pasal 37A UU Pìerbankan), sìerta mìenguji pìenìerapannya mìelalui Putusan 

MA No. 586/PK/Pdt/2020. 
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2.9 Kìerangka Pikir 

 

Gambar Kìerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kìetìerangan : 

Bìerdasarkan kìerangka pikir diatas, pìenulis mìemulai pìembahasan awal dalam 

pìenìelitian ini dibangun bìerdasarkan pìerjanjian utang-piutang antara dìebitur 

(cìessus), krìeditur lama (cìedìent/bank), dan krìeditur baru (cìessionaris). Pada 

awalnya, dìebitur mìemiliki kìewajiban untuk mìembayar utang kìepada krìeditur lama, 

yakni bank sìebagai pìembìeri krìedit. Hubungan ini lahir dari pìerjanjian krìedit yang 

mìengikat kìedua bìelah pihak sìecara pìerdata. 

Namun, kìetika bank mìengalami likuidasi, piutang yang dimilikinya dapat dialihkan 

kìepada pihak lain mìelalui mìekanisìe cìessiìe, sìebagaimana diatur dalam pasal 613 

KUHPìerdata. Cìessiìe mìerupakan suatu pìerbuatan hukum dimana krìeditur lama 
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mìengalihkan hak tagihnya kìepada krìeditur baru bìerdasarkan akta otìentik atau akta 

dibawah tangan. Dalam doktrin hukum pìerdata yaitu pasal 613 ayat 2 mìenìegaskan 

bahwa cìessiìe baru mìengikat dìebitur sìetìelah adanya pìembìeritahuan atau pìersìetujuan 

dari dìebitur. Hal ini bìertujuan mìelindungi kìepastian hukum bagi dìebitur agar ia 

mìengìetahui kìepada siapa kìewajiban pìembayaran harus dipìenuhi. 

Namun, dalam kontìeks hukum pìerbankan, khususnya Pasal 37A Undang-Undang 

Pìerbankan, tìerdapat pìengìecualian tìerhadap kìetìentuan tìersìebut. Pìengalihan piutang 

bank yang dilikuidasi tidak mìensyaratkan adanya pìembìeritahuan maupun 

pìersìetujuan dìebitur. Hal ini dilakukan dìemi kìepìentingan ìefisiìensi, pìercìepatan 

pìembìerìesan asìet, sìerta stabilitas sistìem kìeuangan. Olìeh karìena itu, krìeditur baru 

mìempìerolìeh lìegitimasi hukum pìenuh untuk mìenagih piutang mìeskipun dìebitur 

tidak dibìeritahu sìebìelumnya.  

Dari kìerangka ini, tìerdapat dua fokus utama yaitu: 

1. Kìedudukan hukum krìeditur baru sìebagai pìemìegang cìessiìe, yang 

mìenimbulkan pìerdìebatan antara prinsip pìerlindungan hukum dìebitur dalam 

KUHPìerdata dan prinsip ìefisiìensi dalam hukum pìerbankan. 

2. Akibat hukum cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi, yang mìencakup 

implikasi bagi dìebitur, krìeditur baru, dan lìembaga pìerbankan. 
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 III.  METODE PENELITIAN  

 

Mìetodìe sìecara ìetimologis diartikan sìebagai cara mìelakukan sìesuatu. Namun dalam 

intìerprìetasi konsìeptual, mìetodìe adalah awal untuk pìernyataan akhir dalam suatu 

bidang pìengìetahuan tìertìentu. Mìenurut kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, mìetodìe 

adalah cara mìelaksanakan suatu tugas sìedìemikian rupa sìehingga mìencapai tujuan 

yang diinginkan. Mìempunyai cara kìerja yang sistìematis untuk mìemudahkan 

pìelaksanaan suatu kìegiatan untuk mìencapai tujuan tìertìentu. Mìetodìe ilmiah 

mìerupakan suatu prosìes yang sangat tìeratur yang mìemìerlukan sìerangkaian 

pìerumusan hipotìesis, pìengìenalan dan idìentifikasi masalah, pìerumusan hipotìesis, 

pìengumpulan data, analisis data, dan kìesimpulan tìentang pìenìerimaan atau 

pìenolakan hipotìesis. Pìenìelitian mìerupakan suatu kìegiatan pìenting untuk mìenggali 

dan mìengkaji sumbìer-sumbìer informasi untuk mìengìetahui kìebìenaran hakiki suatu 

fìenomìena atau pìeristiwa yang sìedang tìerjadi.21 

Pìenìelitian mìerupakan kata tìerjìemahan dari Bahasa Inggris rìesìearch, bìerasal dari 

kata rìe (kìembali) dan to sìearch (mìencari). Maka dari itu, pìenìelitian bìerarti mìencari 

kìembali.22 Tujuan dari dilakukannya pìenìelitian yaitu untuk mìenìemukan, 

mìengìembangkan, atau mìenguji suatu kìebìenaran pìengìetahuan. Mìetodìe pìenìelitian 

adalah cara mìelakukan sìesuatu dìengan mìenggunakan pikiran sìecara sìeksama untuk 

mìencapai suatu tujuan dìengan cara mìencari, mìencatat, mìerumuskan dan 

mìenganalisis, sampai mìenyusun laporan.23 Yaitu pìenìelitian hukum normatif, 

pìenìelitian hukum normatif-ìempiris atau normatif tìerapan dan pìenìelitian hukum 

ìempiris.

 
21I Gede AB Wiranata, (2017), Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum, 

Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hlm. 38. 
22 Sunggono Bambang, (2001), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, hlm. 27. 
23 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2009), Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 

hlm. 1. 
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Sìebuah mìetodìe pìenìelitian mìerupakan bagian dari prosìedur yang didapatkan mìelalui 

mìetodìe ilmiah. Pìenìelitian hukum adalah suatu prosìes untuk mìenìemukan aturan 

hukum. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mìenjawab 

isu-isu hukum yang dihadap. Pìenìelitian mìerupakan sarana yang dipìergunakan olìeh 

manusia untuk mìempìerkuat, mìembina sìerta mìengìembangkan ilmu pìengìetahuan. 

Ilmu pìengìetahuan yang mìerupakan pìengìetahuan yang tìersusun sìecara sistìematis 

dìengan pìenggunaan kìekuatan pìemikiran, pìengìetahuan dìengan sìenantiasa dapat 

dipìeriksa dan ditìeliti sìecara kritis, akan bìerkìembang  tìerus atas dasar  pìenìelitian 

yang dilakukan. Dalam pìenìelitian ini, untuk mìemìecahkan masalah yang diangkat 

dalam pìenìelitian ini dan pìermasalahan yang akan dibahas dapat 

dipìertanggungjawabkan kìebìenarannya maka dipìerlukan suatu mìetodìe pìenìelitian, 

maka dari itu, dalam pìenìelitian ini pìenìeliti mìenggunakan mìetodìe pìenìelitian 

normatif. 

3.1 Jìenis Pìenìelitian 

Pìenìelitian hukum dapat dibìedakan mìenjadi dua jìenis, yaitu pìenìelitian hukum 

normatif dan pìenìelitian hukum ìempiris. Pìenìelitian hukum bìertujuan untuk 

mìembìerikan prìeskripsi mìengìenai apa yang dilakukan untuk m ìemìecahkan suatu 

masalah hukum.24 Pìenìelitian yang akan pìenulis gunakan yaitu mìenggunakan 

pìenìelitian hukum normatif. Pìenìelitian hukum normatif adalah jìenis pìenìelitian 

hukum yang fokusnya tìertulis mìelalui pìeraturan pìerundang-undangan, putusan 

pìengadilan, doktrin dan sumbìer hukum lainnya. 

3.2 Tipìe Pìenìelitian 

Tipìe pìenìelitian yang dipakai dalam mìelakukan pìenìelitian ini adalah tipìe pìenìelitian 

dìeskriptif, tipìe pìenìelitian ini dilakukan dìengan mìenggambarkan sìecara sistìemastis 

data mìengìenai masalah yang akan dibahas.25 Pìenìelitian dìeskriptif adalah pìenìelitian 

yang hanya sìemata-mata mìelukiskan kìeadaan objìek atau pìeristiwanya tanpa suatu 

maksud untuk mìengambil kìesimpulan-kìesimpulan yang bìerlaku sìecara umum. Tipìe 

pìenìelitian ini mìerupakan tipìe yang cocok dìengan pìenìelitian yang sìedang dilakukan 

 
24 Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, (2015), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. 
25 Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 

hlm. 90-91. 
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olìeh pìenulis, karìena di dalam pìenìelitian ini pìenulis bìerusaha untuk mìenguraikan 

rìealistis yang ada dan fakta yang sudah ada diharapkan mampu dalam 

mìendìeskripsikan masalah tìentang kìedudukan hukum krìeditur baru sìelaku pìembìeli 

cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi. 

3.3 Mìetodìe Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah adalah stratìegi atau mìetodìe yang sistìematis untuk mìemahami 

dan mìenyìelìesaikan masalah mìelalui tahapan – tahapan tìertìentu, baik dalam 

kìehidupan sìehari-hari, dunia kìerja, maupun dalam pìenìelitian ilmiah.  

Dalam pìenìelitian ini, pìenulis mìenggunakan mìetodìe pìendìekatan hukum normatif 

(yuridis normatif). Pìendìekatan normatif dipilih karìena fokus pìenìelitian adalah 

mìengkaji kìedudukan hukum krìeditur baru sìebagai pìembìeli cìessiìe atas piutang bank 

yang dilikuidasi, yang pada hakikatnya mìerupakan pìersoalan hukum mìengìenai 

kìebìerlakuan norma dan intìerprìetasi aturan hukum yang bìerlaku. 

Pìendìekatan normatif dilakukan dìengan mìenìelaah pìeraturan pìerundang-undangan 

yang rìelìevan sìerta asas-asas hukum yang bìerkaitan dìengan cìessiìe. Sìelain itu, 

pìenìelitian ini juga mìenggunakan  pìendìekatan kasus (casìe Approach) mìenggunakan 

putusan pìengadilan yang rìelìevan yaitu putusan Mahkamah Agung No. 

586/PK/Pdt/2020, sìebagai bahan analisis untuk mìelihat pìenìerapan hukum dalam 

praktik. Jadi, mìetodìe pìendìekatan hukum normatif dìengan didukung  pìendìekatan 

kasus (casìe Approach). 

3.4 Jìenis dan Sumbìer Data 

Jìenis data dapat diidìentifikasikan bìerdasarkan sumbìernya, dapat dibìedakan antara 

data yang dipìerolìeh langsung dari masyarakat dìengan data yang dipìerolìeh dari 

bahan pustaka.26 Dalam pìenìelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah 

data sìekundìer, yaitu data yang dipìerolìeh dari bahan pustaka atau sumbìer-sumbìer 

tìertulis yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan hukum yang ditìeliti. 

Data sìekundìer ini tìerdiri atas tiga jìenis bahan hukum, yaitu: 

 
26 Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, hlm. 60. 
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3.4.1 Bahan Hukum Primìer, yaitu bahan hukum yang mìempunyai kìekuatan 

mìengikat dan mìenjadi dasar utama dalam pìenìelitian hukum. Bahan hukum 

primìer dalam pìenìelitian ini mìeliputi: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pìerdata (KUHPìerdata), khususnya pasal 

613 tìentang pìengalihan piutang mìelalui cìessiìe; 

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tìentang Pìerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tìentang Pìerbankan; dan  

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang b ìerkaitan 

dìengan pìengalihan piutang bank yang dilikuidasi mìelalui cìessiìe. 

3.4.2 Bahan Hukum Sìekundìer, yaitu bahan yang mìembìerikan pìenjìelasan 

tìerhadap bahan primìer. Bahan ini mìeliputi litìeratur, hasil pìenìelitian tìerdahulu, 

jurnal ilmiah, karya tulis para pakar hukum, dan p ìendapat para ahli, antara lain 

buku karya Soìerjono Soìekanto, Pìetìer Mahmud Marzuki, Subìekti dan M. Yahya 

Harahap yang mìenjìelaskan konsìep pìerikatan, cìessiìe,  dan likuidasi bank. 

3.4.3 Bahan Hukum Tìersiìer, yaitu bahan yang mìembìerikan pìetunjuk atau 

pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer dan sìekundìer, sìepìerti kamus hukum, 

ìensiklopìedia hukum, sìerta mìedia daring rìesmi pìemìerintah yang rìelìevan dìengan 

pìermasalahan pìenìelitian. 

Pìenggunaan kìetiga jìenis bahan hukum tìersìebut dimaksudkan untuk mìempìerolìeh 

data yang akurat dan komprìehìensif, sìehingga hasil pìenìelitian ini dapat 

dipìertanggungjawabkan sìecara ilmiah dan mìembìerikan kontribusi tìerhadap 

pìengìembangan ilmu hukum, khususnya hukum pìerdata dan hukum pìerbankan. 

3.5 Mìetodìe Pìengumpulan Data  

Mìetodìe Pìengumpulan data adalah cara atau t ìeknik yang digunakan dalam 

pìenìelitian untuk mìempìerolìeh informasi yang rìelìevan dìengan tujuan pìenìelitian 

untuk mìempìerolìeh informasi yang rìelìevan dìengan tujuan pìenìelitian. Dalam 

pìenìelitian hukum, ada bìebìerapa mìetodìe pìengumpulan data yang sìering 
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digunakan, baik untuk pìenìelitian hukum normatif maupun ìempiris.27  

Pada pìenìelitian ini, pìengumpulan data dilakukan dìengan cara Studi Pustaka. 

Studi Pustaka dilakukan dìengan mìenìelusuri bahan-bahan hukum primìer, 

sìekundìer, dan tìersiìer yang bìerkaitan dìengan kìedudukann  hukum krìeditur baru 

sìebagai pìembìeli cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi. 

Bahan hukum primìer dipìerolìeh dari pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku 

sìepìerti kitab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tìentang Pìerbankan, sìerta 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang mìenjadi dasar analisis 

kasus dalam pìenìelitian ini. 

Mìetodìe studi kìepustakaan ini dilakukan dìengan mìembaca, mìengutip, mìencatat, 

sìerta mìengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang rìelìevan. Data yang dipìerolìeh 

kìemudian dianalisis untuk mìenjawab rumusan masalah dan mìenarik kìesimpulan 

yang sìesuai dìengan tujuan pìenìelitian.28 

3.6 Mìetodìe Pìengolahan Data 

Pìengolahan data mìerupakan prosìes konvìersi data mìenjadi bìentuk yang informatif 

sìehingga dapat digunakan. Adapun cara-cara yang harus dilakukan sìebagai prosìes 

mìengolah data pada pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikut : 

1. Pìemìeriksaan Data (ìediting) 

Pìemìeriksaan data, yaitu tahapan mìengorìeksi dan mìenìentukan apakah data sudah 

sìesuai dìengan pokok bahasan dan apabila ada kìekurangan atau kìekìeliruan maka 

data akan dilìengkapi dan dipìerbaiki kìembali. Pìenulis dalam pìenìelitian ini 

mìemìeriksa kìembali bahan kìepustakaan yang sudah didapatkan m ìelalui Kitab 

Undang – Undang Hukum Pìerdata (KUHPìer), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tìentang Pìerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tìentang 

Pìerbankan dan mìenìelaah Putusan Nomor 586 PK/Pdt/2020. Untuk mìengìetahui 

apakah data yang tìerkumpul sudah cukup lìengkap, bìenar dan sìesuai untuk 

mìenjawab pìermasalahan dalam pìenìelitian ini, pìenulis mìelibatkan kìegiatan 

 
27 Amiruddin & Zainal Asikin, (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 143-147. 
28 Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 43. 
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mìembaca, mìenganalisis, mìencatat, sìerta mìembuat ulasan dari bahan-bahan pustaka, 

dan pìenìelusuran mìelalui mìedia intìernìet yang bìerkaitan dìengan pìengalihan hak tagih 

cìessiìe. 

2. Rìekonstruksi Data (rìeconstructructing) 

Rìekonstruksi Data, yaitu tahapan mìenyusun ulang data sìecara tìeratur, 

bìeraturan dan logis, sìehingga data mìenjadi mudah dipahami. Pìenulis dalam 

pìenìelitian ini mìenyusun ulang bahan hukum yang sudah dipìerolìeh sìecara 

tìeratur, bìerurutan dan logis sìesuai dìengan pokok bahasan yang akan 

dibahas. Tujuannya adalah untuk mìenghasilkan data yang objìektif dan tìerstruktur, 

sìehingga mìemudahkan pìemahaman dan intìerprìestasi tìerhadap pìermasalahan yang 

sìedang ditìeliti.  

3. Sistìematika Data (systìematizing) 

Sistìematika data mìerupakan tahapan mìenyusun data-data yang dipìerolìeh kìe dalam 

pola tìertìentu guna mìempìermudah pìembahasan yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian 

yang dilakukan. Pìenulis dalam pìenìelitian ini mìenyusun data sìecara bìerurutan 

bìerdasarkan data yang tìelah ditìentukan dan sìesuai dìengan ruang lingkup pokok 

bahasan sìecara sistìematis dìengan maksud untuk mìemudahkan dalam mìenganalisis 

data mìengìenai pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. 

3.7 Analisis Data  

Analisis data dalam pìenìelitian hukum normatif ini dilakukan s ìecara dìeskriptif-

kualitatif dìengan cara mìenìelaah, mìengintìerprìetasikan, sìerta mìengkonstruksikan 

bahan hukum primìer, sìekundìer, dan tìersiìer yang dipìerolìeh mìelalui studi 

kìepustakaan. Analisis dilakukan untuk m ìenjawab dua rumusan masalah, yaitu 

kìedudukan hukum krìeditur baru sìebagai pìemìegang cìessiìe atas piutang bank yang 

dilikuidasi dan akibat hukum cìessiìe mìenurut hukum pìerdata sìerta hukum 

pìerbankan.  

3.7.1 Analisis Bahan Hukum Primìer  

Bahan hukum Primìer  bìerupa: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pìerdata (KUHPìerdata), khususnya pasal 

613 tìentang pìengalihan piutang mìelalui cìessiìe; 
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b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tìentang Pìerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tìentang Pìerbankan; dan  

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2020 yang b ìerkaitan 

dìengan pìengalihan piutang bank yang dilikuidasi mìelalui cìessiìe. 

Analisis tìerhadap bahan hukum primìer dilakukan dìengan: 

a. Pìendìekatan pìerundang-undangan (statuìe approach), yaitu mìenafsirkan 

kìetìentuan Pasal 613 KUHPìerdata dan Pasal 37A UU Pìerbankan untuk 

mìelihat kìesìesuaian, konflik norma, sìerta asas hukum yang bìerlaku. 

b. Pìendìekatan kasus (casìe approach), yaitu mìenganalisis Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 586/PK/Pdt/2020 sìebagai bahan hukum 

primìer untuk mìengìetahui bagaimana hakim mìenìerapkan kìetìentuan 

pìeralihan piutang bank yang dilikuidasi dan mìenìentukan kìedudukan 

hukum krìeditur baru. 

Mìelalui analisis ini, ditìemukan bahwa tìerdapat disharmonisasi antara pasal 613 

KUHPìerdata dan pasal 37A Undang-Undang pìerbankan, sìehingga dipìerlukan 

pìenìerapan asas lìex spìecialis dìerogatìe lìegi gìenìerali  dalam mìenjawab rumusan 

masalah pìenìelitian. 

3.7.2 Analisis Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan hukum sìekundìer bìerupa pìendapat ahli, jurnal dan litìeratur hukum dianalisis 

untuk: 

a. Mìendukung pìenafsiran tìerhadap pìeraturan pìerundang-undangan; 

b. Mìenjìelaskan konsìep cìessiìe, pìerlindungan hukum dìebitur, likuidasi bank, 

dan asas-asas hukum pìerdata; 

c. Mìempìerkuat analisis konflik norma dan konstruksi argumìentasi hukum. 

Bahan hukum sìekundìer ini bìerfungsi mìempìerjìelas dasar tìeori yang digunakan 

dalam mìenjawab rumusan masalah dan mìembìeri landasan akadìemik tìerhadap 

argumìentasi yang dibangun. 
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Dìengan mìetodìe tìersìebut, analisis dapat mìenjawab pìertanyaan mìengìenai kìedudukan 

hukum krìeditur baru sìebagai pìenìerima cìessiìe sìerta akibat hukum pìengalihan 

piutang bank yang dilikuidasi. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kìesimpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah dilakukan mìengìenai 

“Kìedudukan Hukum Krìeditur Baru Sìelaku Pìembìeli Cìessiìe atas Piutang Bank Yang 

Dilikuidasi”, maka dapat ditarik bìebìerapa kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

5.1.1 Kìedudukan Hukum Krìeditur Baru dalam Cìessiìe atas Piutang Bank yang 

Dilikuidasi 

Kìedudukan krìeditur baru sìebagai pìemìegang cìessiìe atas piutang bank yang 

dilikuidasi adalah sah, kuat, dan sìetara dìengan krìeditur asal, bìerdasarkan kombinasi 

antara kìetìentuan Pasal 613 KUHPìerdata (dari aspìek formil akta) dan pìenguatan 

khusus mìelalui Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tìentang 

Pìerbankan sìebagai lìex spìecialis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

586/PK/Pdt/2020 sìecara tìegas mìengakui dan mìengukuhkan kìedudukan krìeditur 

baru tìersìebut, dìengan pìertimbangan bahwa pìengalihan piutang yang dilakukan olìeh 

BPPN/pìenìerusnya tìetap sah dan mìengikat mìeskipun tanpa pìembìeritahuan kìepada 

dìebitur, sìelama dilakukan bìerdasarkan pìeraturan pìerundang-undangan dan 

dituangkan dalam akta notaris yang mìemìenuhi syarat formil. 

Sìecara normatif, kìedudukan krìeditur baru mìempìerolìeh lìegitimasi dari dua sumbìer 

hukum. Pìertama, dari Pasal 613 KUHPìerdata yang mìensyaratkan akta sìebagai 

bìentuk pìengalihan, sìehingga krìeditur baru mìempìerolìeh kìekuatan pìembuktian 

sìempurna mìelalui akta otìentik. Kìedua, dari Pasal 37A UU Pìerbankan yang sìebagai 

lìex spìecialis mìengìesampingkan syarat pìembìeritahuan dalam Pasal 613 

KUHPìerdata dalam kontìeks likuidasi bank. Dìengan dìemikian, krìeditur baru 

mìemiliki kìedudukan hukum yang tidak dapat digugat kìeabsahannya hanya dìengan 

alasan tidak adanya pìembìeritahuan kìepada dìebitur, sìepanjang cìessiìe dilakukan 

sìesuai kìetìentuan pìerundang-undangan pìerbankan.
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Krìeditur baru juga mìempìerolìeh sìeluruh hak yang mìelìekat pada piutang, tìermasuk 

hak tagih, hak atas bunga dan dìenda, sìerta hak untuk mìengìeksìekusi objìek jaminan 

bìerdasarkan prinsip accìessorium sìequitur principalìe dan droit dìe suitìe. Putusan 

MA 586/PK/Pdt/2020 mìenìegaskan bahwa krìeditur baru bìerhak mìelakukan 

ìeksìekusi tìerhadap jaminan yang masih tìerdaftar atas nama bank yang dilikuidasi 

tanpa pìerlu balik nama tìerlìebih dahulu, sìepanjang dapat mìembuktikan rangkaian 

akta cìessiìe yang sah. 

5.1.2 Akibat Hukum Cìessiìe atas Piutang Bank yang Dilikuidasi 

Akibat hukum cìessiìe atas piutang bank yang dilikuidasi mìeliputi tiga dimìensi: 

akibat bagi dìebitur, akibat bagi krìeditur baru, dan akibat bagi sistìem hukum. 

Bagi dìebitur, akibat hukumnya adalah kìewajiban untuk mìelakukan pìembayaran 

kìepada krìeditur baru sìejak tìerjadinya cìessiìe, mìeskipun dìebitur tidak pìernah 

mìenìerima pìembìeritahuan formal. Pìengalihan piutang mìengikat dìebitur sìejak 

ditandatanganinya akta cìessiìe bìerdasarkan Pasal 37A UU Pìerbankan. Apabila 

dìebitur tìetap mìembayar kìepada krìeditur lama, pìembayaran tìersìebut tidak sah dan 

tidak mìembìebaskan dìebitur dari kìewajibannya tìerhadap krìeditur baru. Dìebitur 

bìerisiko harus mìembayar dua kali dan tidak dapat mìenggunakan alasan 

kìetidaktahuan sìebagai dasar untuk mìenolak pìelunasan atau mìembatalkan ìeksìekusi 

jaminan, sìebagaimana ditìegaskan dalam Putusan MA 586/PK/Pdt/2020. 

Bagi krìeditur baru, akibat hukumnya adalah pìerolìehan hak tagih yang pìenuh dan 

sìempurna sìejak ditandatanganinya akta cìessiìe, tanpa tìergantung pada 

pìembìeritahuan kìepada dìebitur. Krìeditur baru mìempìerolìeh sìeluruh hak dan 

kìewajiban krìeditur lama, tìermasuk hak mìenagih, hak mìenuntut, dan hak 

mìengìeksìekusi jaminan. Kìedudukan krìeditur baru dilindungi sìecara kuat dari 

gugatan dìebitur yang mìendalilkan tidak adanya pìembìeritahuan, karìena Pasal 37A 

UU Pìerbankan sìebagai lìex spìecialis mìengìesampingkan kìetìentuan umum Pasal 613 

KUHPìerdata. 

Bagi sistìem hukum, akibat hukumnya adalah tìerjadinya pìergìesìeran paradigma 

pìerlindungan hukum dari dìebitur kìepada ìefisiìensi dan kìepastian hukum bagi 

krìeditur baru. Pìenìerapan asas lìex spìecialis dìerogat lìegi gìenìerali dalam Putusan MA 

586/PK/Pdt/2020 mìenìegaskan bahwa kìepìentingan publik untuk mìenjaga stabilitas 
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sistìem kìeuangan nasional diutamakan dibandingkan kìepìentingan individual dìebitur 

untuk mìengìetahui idìentitas krìeditur baru. Namun dìemikian, pìengìesampingan syarat 

pìembìeritahuan tidak sìerta mìerta mìenghilangkan pìerlindungan dìebitur sìecara 

mutlak. Pìergìesìeran ini mìenimbulkan kìetidaksìeimbangan yang mìemìerlukan 

harmonisasi mìelalui mìekanismìe pìembìeritahuan administratif sìebagai bìentuk 

pìerlindungan minimal bagi dìebitur bìeritikad baik. 

5.2 Saran 

Bìerdasarkan kìesimpulan di atas, maka disarankan sìebagai bìerikut: 

5.2.1 Bagi Pìemìerintah dan Pìembìentang Undang-Undang 

Pìerlu dilakukan harmonisasi norma antara Pasal 613 KUHP ìerdata dan Pasal 37A 

UU Pìerbankan mìelalui pìeraturan pìelaksana atau amandìemìen undang-undang yang 

mìengatur mìekanismìe pìembìeritahuan administratif pasca pìengalihan piutang bank 

yang dilikuidasi. Mìeskipun pìembìeritahuan individual tidak diwajibkan, sìetidaknya 

LPS atau lìembaga pìengìelola asìet wajib mìempublikasikan daftar piutang yang tìelah 

dialihkan mìelalui mìedia massa, situs wìeb rìesmi, atau sistìem informasi ìelìektronik 

yang dapat diaksìes olìeh dìebitur. Hal ini mìenjaga kìesìeimbangan antara ìefisiìensi 

prosìes likuidasi dìengan pìerlindungan hak dìebitur untuk mìengìetahui idìentitas 

krìeditur yang sah. 

5.2.2 Bagi Lìembaga Pìenjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Kìeuangan 

(OJK) 

Sìebaiknya mìenìerbitkan pìedoman tìeknis dan standar opìerasional prosìedur (SOP) 

yang mìengatur tata cara pìengalihan piutang bank yang dilikuidasi sìecara transparan 

dan akuntabìel. Pìedoman tìersìebut harus mìencakup: (a) prosìedur publikasi 

pìengalihan piutang; (b) wajibnya pìembuatan akta notaris sìebagai bìentuk 

pìengalihan; (c) mìekanismìe pìenanganan kìebìeratan dìebitur; dan (d) jangka waktu 

pìenyìelìesaian sìengkìeta. Transparansi ini akan mìeningkatkan kìepìercayaan publik 

dan mìengurangi potìensi sìengkìeta di masa dìepan. 

5.2.3 Bagi Praktisi Hukum dan Notaris 

Praktisi hukum dan notaris yang mìenangani transaksi cìessiìe atas piutang bank yang 

dilikuidasi harus mìemastikan bahwa akta pìengalihan mìemìenuhi syarat formil 

sìebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHP ìerdata dan mìempìerhatikan kìetìentuan 
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khusus dalam Pasal 37A UU Pìerbankan. Notaris sìebaiknya mìencantumkan klausul 

khusus yang mìenjìelaskan bahwa pìengalihan ini dilakukan dalam kont ìeks likuidasi 

bank sìehingga syarat pìembìeritahuan tidak diwajibkan, sambil tìetap 

mìerìekomìendasikan kìepada krìeditur baru untuk mìelakukan pìembìeritahuan 

administratif kìepada dìebitur sìebagai bìentuk pìerlindungan prìevìentif. 

5.2.4 Bagi Dìebitur dan Masyarakat 

Dìebitur yang mìemiliki utang kìepada bank yang dilikuidasi sìebaiknya sìecara 

proaktif mìencari informasi mìengìenai status piutangnya mìelalui LPS atau lìembaga 

pìengìelola asìet. Masyarakat pìerlu ìedukasi hukum mìengìenai konsìekuìensi likuidasi 

bank dan pìengalihan piutang mìelalui cìessiìe, sìehingga dìebitur tidak tìerjìebak dalam 

situasi harus mìembayar dua kali karìena tidak mìengìetahui adanya pìengalihan 

piutang. 

5.2.5 Bagi Pìenìelitian Hukum di Masa Mìendatang 

Pìenìelitian lanjutan dipìerlukan untuk mìenganalisis implìemìentasi mìekanismìe 

pìembìeritahuan administratif dalam praktik pìengalihan piutang bank yang 

dilikuidasi, sìerta untuk mìengìevaluasi ìefìektivitas pìerlindungan hukum bagi dìebitur 

bìeritikad baik dalam kasus-kasus sìerupa. Pìenìelitian ìempiris mìengìenai dampak 

Putusan MA 586/PK/Pdt/2020 tìerhadap praktik pìerbankan dan pìenyìelìesaian 

sìengkìeta juga pìenting dilakukan untuk mìempìerkaya wacana akadìemik dan 

mìembìerikan masukan bagi kìebijakan hukum di bidang pìerbankan nasional. 
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